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AHBRAS Teldahwa I Wayan Rubah dipapah menisu Kasus Korupsi Tahura

‘ ruang persidangan di Pengadilan _"'Tipikor Denpasar, |
( . Terdakwa disidangkan untuk ak k 3 _ h
I‘ fﬁﬁ:%g?:n punﬁzn t:rk:itu;:lm Tahura. ——— K e 8 : Ta un |

| | Dihukum Empat Bulan

‘ Denpasar (Bali Post) - A A
Terdakwa I Wayan Rubah, Selasa (12/2) kemarin dihukum
bersalah melakukan tindak pida korupsi. Oleh majelis hakim
pimpinan Angeliky Handajani Day, kakek berusia 83 tahun itu
dihukum selama empat bulan penjara. Di samping hukuman fisik,
majelis hakim juga menghukum terdakwa yangdsudah rentadan |
mesti dipapah saat berjalan itu dengan pidana denda Rp 50 juta,
subsider tiga bulan kurungan. : _ :
Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan terdakwa ter-
bukti bersalah dalam dakwaan lebih-lebih subsider dan melanggar
Pasal 13 UU Tipikor, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Menyatakan
: terdakwa Wayan Rubah tidak terbukti bersalah melakukan tindak
'. pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, dakwan subsider
dan lebih subsider. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari |
dakwaan primer, subsider dan lebih subsider.” putus hakim.
Namun, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan
tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan lebih-lebih
subsider. Atas putusan itu, baik terdakwa maupun jaksa langsung
menerima. Memang putusan tersebut lebih rendah dua bulan
dibandingkan tuntutan jaksa. JPU Wayan Suardi sebelumnya
menuntut supaya terdakwa dihukum selama enam bulan.

juga berharap gaji pensiunannya dibuka. Rubah adalah pensi-
unan Angkasa Pura.

Sebelumnya I Wayan Rubah (83) didakwa korupsi sertifikasi
lahan Tanah Hutan Rakyat (Tahura) di Lingkungan Perarudan,
Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Terdakwa disebut ingin memi-
liki sebagian dari tanah Tahura menggunakan jasa pengurusan
tanah kepada almarhum I Gede Putu Wibawajaya. Pengurusan
tanah melalui jasa Wibawajaya itu dilakukan dengan meng-
gunakan surat kuasa tertanggal 16 Juni 2014. Selanjutnya,
mengurus jual beli berbekal Surat Ketetapan Iuran Pemban-
gunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No 216 alamat Banjar
Pararudan Desa Jimbaran tanggal 1 Maret 1976 dan Surat Pem-
| beritahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan
. Nomor 51.03.050.004.004-013.0 deﬂgaﬂ"luasﬁ'? meter persegi
' atas nama terdakwa dan menunjukkan tanah Tahura tersebut

seolah miliknya. Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan
- sebesar Rp 4.860.000.000. (kmb37)
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* Retribusi Meningkat 100 Persen

@ Evaluasi Pungutan Sandar Kapal di Danau Batur

BANGLI, TRIBUN BALI - Besaran
tarif retribusi sandar kapal pada
sejumlah dermaga di sekitaran
Danau Batur, Bangli dirasa terla-
lu kecil serta tidak layak. Hal ini
sampai menjadi temuan Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) sejak dua
tahun terakhir.

Kepala Dinas Perhubungan Bang-
li, 1 Gede Arta mengatakan, BPK
menilai retribusi sandar sudah ti-
dak layak sehingga perlu evaluasi
untuk penyesuaian. “Rendah sekali.
Karena sudah hampir 10 tahun ret-
ribusi sandar tidak ada peningkat-
an. Sebab itu kami disarankan agar
besaran retribusi dievaluasi kembali
melalui revisi perda,” ucapnya, Se-
lasa (12/2).

Sesuai usulan, tarif retribusi
sandar ditingkatkan 100 persen.
Dari semula Rp 500 per meter per
segi, menjadi Rp 1000 per meter
persegi atau besaran tarif dika-
li panjang kapal. Tarif sandar ini
berlaku pada kapal yang bersan-
dar di tiap dermaga.

Di lain sisi, Gede Arta menegas-
kan peningkatan tarif retribusi san-
dar tidak akan memberatkan para
pemilik usaha jasa penyeberangan
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di sekitaran Danau Batur, yang no-
tabene adalah masyarakat sekitar.
Sebab peningkatan tarif akan me-
nyesuaikan dengan ongkos jasa.

“Oh tidak. Itu hanya berpengaruh
di wisatawan saja. Kalau naiknya lagi

_Rp 500, ya jasa penyeberangan me-
nyesuaikan. Jadi tidak memberatkan
masyarakat si pengusaha. Ini (ongkos
jasa) akan dievaluasi juga standar-
nya,” ucap Gede Arta.

Peningkatan tarif retribusi sandar,
erat kaitannya dengan fasilitas der-
maga yang tersedia di sekitaran Da-
nau Batur. Pasalnya, sejumlah der-
maga kondisinya saat ini tidak layak.
Dermaga Kedisan misalnya, bagian
dermaga berbahan kayu saat ini kon-
disinya telah lapuk. Demikian pula
dengan dermaga Desa Terunyan yang
tersisa bagian betonnya saja akibat
peluapan Danau Batur., :

Terkait hal tersebut, Gede Arta
menjelaskan, peningkatan tarif ret-
ribusi sandar tidak sekadar perso-
alan fasilitas dermaga, namun juga
pada pelayanan dan pengawasan di
sekitaran Danau Batur. Seperti pe-

nentuan batas maksimal daya ang-.

kut boat, serta penentuan buka dan
tutupnya jasa penyeberangan ber-

dasarkan cuaca sekitar,

“Termasuk jika terjadi sesuatu,
kami yang paling bertanggung ja-
wab disana. Jadi jika melihat seca-
ra luas peningkatan tarif ini tidak
sebatas di retribusi demaga saja.
Peningkatan tarif ini sudah terma-
suk dengan jasa operasional lainnya
yang kami berikan,” bebernya.

Soal fasilitas, Gede Arta menga-
takan pihaknya sudah mempersi-
apkan rencana revitalisasi pada se-
jumlah dermaga pada tahun 2020
mendatang. Terhadap rencana itu,
pihaknya juga mengaku sudah me-
ngantongi Detail Engineering Design
(DED). Peningkatan tarif retribusi
ini berimbas pada peningkatan Pen-
dapatan Asli Daerah (PAD), di mana
estimasi PAD yang dihasilkan dari
retribusi hanya Rp 30 juta tiap ta-
hunnya.

“*Jumlah ini tentu akan bertam-
bah seiring dengan peningkatan
tarif yang saat ini sedang digodok
perdanya, dengan estimasi pening-
katan hingga 100 persen. Yakni di
kisaran angka Rp 50 juta hingga
70 juta. Tapi jumlah itu tergantung
dari besar kecilnya jumlah kunjung-
an wisatawan,” tandasnya. (mer)
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Siapkan Pergub
Atur Integrasi Data,
KPK Dorong Online

DENPASAR - Gubernur Bali

inimasih terjadikebocoran Pajak

kebocoran tidak terus terjadi,
Kostermengaku sudah mengelu-

Elektronik di Provinsi Bali. “Pas-
tilah terjadi kebocoran (PHR)..
Kan ada (wafib pajak) dulu dobel
bukulaporannya, ada triple (tiga
buku) malah,” ujar Kosterkepada
awak media usai rapat fertutup
bersama Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), di Kantor Guber-
nur Bali, kemarin (12/2).
Dengan adanya PergubNomor
2/2019, Koster berharap data
wajib pajak (WP) bisa akurat,
sehingga bisa meminimalkan
kebocoran. Pergubtersebutakan

Wayan Kostermenyebutselama
Hotel dan Restoran (PHR). Agar

arkan PergubNomor 2/2019ten- |
tang Integrasi Sistemn dan Data
PHR Kabupaten/Kota Secara - : _
_ LAPORAN GANDA: Gtmernmﬂal Wan&ommmenym‘kan
;Wmuﬂmﬂﬂh&phﬂﬂdwmm

‘WE.1ebih lanjut dljdasbn,per

gubtersebut dikeluarkanmenin-

November lalu untuk membuat

o

iz_xpggatenib adxmmsuam;uga
akan berjalan dengan baik.

pendapatan pasti akan terjadi

sistem yang mengnnegramkan & _perbaikan dari. sebelun;mya.

kewenangan kabupaten/kota.
Pendapatan asli daerah yang
bersumber dari PHR diyakini
menjadilebih optimal.

Sebab, database wajib pajak

belum menghitung potensi
" PHR di seluruh Bali.

‘Namun, Pemprov hanya se-
batas memfasilitasi dan tidak
memungut apa-apa dari inte-

ubernur Akui’

1

an ﬂJHOUIWEai

HR

Masih Bocor

akan dikembangkan pada sektor
lainnya. Untuk itu, pihaknya
-akan bekerjasama dengan BPD.
“Sistemnya elektronik, nanti
kami akan buatkan aplikasi)’
“imbuh gubernur asal Desa Sem-
biran, Buleleng itw.

* Sementara itu, Koordinator

“Wilayah VI Korsup Pencegah-

“an KPK;, Asep Rahmat Suwand-
ha mengata](an KPK memi-
liki peran untuk ‘mencegah
 terjadinya kebocoran dengan
smengarahkan pemberlakuan

£ eststem secara online. .

- Menurut dia, pengmiegrastan
PI-’[RdJ Balxmempakanlangkah

:m)apj,mhﬂbdnempaﬂamplhak

“myamasih mendorong kabupat-
en/kota untuk mengoptimalkan

.daklanjuti arahan KPK sejak - Termasuk potensidan realisasi -~ PHR-nya. Pasalnya, wajib pajak

yang tidak melaporkan sama
«dengan mengemplang pajak.

“PHR.Inikarena PHR merupakan - |  Sejauh ini, pihaknya memtang” | Ditegaskan Suwandha, integra-

si PHR kuncinya adalah kekom-

~ pakan kabupaten/kota dengan

provinsi, dan BPD. “Kalau tidak
kompak tidak akan jalan. Kom-
pak itu dalam artian komitmen

“egera disosialisasikan kepada _ 41an menjadi lebih akurat se-  grasi tersebut. Selain PHR, juga  tidak hanya sama-sama bekerja,
tapi bekerja sama,” tegasnya. wajib pajak tersebuitakan didatd
Karena itu diharapkan pemer-  sterlebih dllu./'Sebagai contah,
intah kabupaten/kota segera :apakah sudah memiliki izin atau
membuat aturan lanjutan dari belum. “Mereka (WP) mungkin L
pergub yakni berupa perwali/ - membayar pajak, tapi kami be-
perbup. Selain itu, pihaknya Jummasukkan sistem,jadimer-
mengingatkan agar pemerin- ~ eka hanya menghitung sendiri,
tah daerah tidak hanya fokus = melaporkansendiri, membayar
pada wajib pajak yang selama - sendiri. Kami tidak pernah tahu,
ini sudah taat dan memiliki - tidak punya alat kontrol untuk
sistem. Terlebih, wajib pajak itu)" jelasnya. Pemerintah juga
yang tercatatdiperkirakanhanya  harus menyiapkan solusi untuk
i @ berjumlah sepertiga dari total -~ mereka. Mungkin saja wajib pa-
By TN populasi wajib pajak yang seha- - jaktersebut tidak menggunakan
et rusnya bisa dioptimalkan. - sistem karena tidak memiliki bi-
Berarti masih ada sekitar dua  ayaatauSDM untuk melakukan
pertigadari populasiDuapertiga - itu. (san/rid)
1
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| PATUHI ATURAN!: Bupati Suwirta (dua dari kanan) menerima
' Tim BPK Rl Bali, di di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung.

‘Bupati Terima Tim BPK Bali

- SEMARAPURA - Bupati Klungkung Nyoman Suwirta did-
-ampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Klungkung I Made
Seger menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik
| Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali, di Ruang Rapat
' Kantor Bupati Klungkung, Senin (11/2).
| Bupati Suwirta menyampaikan, agar seluruh perangkat
\ daerah maupun perangkat desa bisa bekerja dengan maksi-
- mal sesuai aturan yang berlaku. "Perangkat daerah maupun
-perangkat desa agar bekerja dengan maksimal dan ikuti
‘aturan yang sudah berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Suwirtamenambahkan, agarke depan-
‘Nya apapun prestasi yang didapat Pemkab Klungkung bisa
.dipertahankan. Bahkan, ditingkatkan lagi. "Predikat WTP

(Wajar Tanpa Pengecualian, Red) agar bisa dipertahankan.
‘Bahkan, ditingkatkan di tahun mendatang,” pintanya.

Selain itu, Bupati Suwirta berharap, seluruh jajaran
|organisasi perangkat daerah (OPD), agar bisa menyam-
‘paikan atau memberikan data yang diperlukan, sebagai
‘pemeriksaan BPK. S

Kepala Inspektorat Klungkung 1 Made Seger menyam-
~paikan. tyiiuan kegiatan inj: nemeriksaan ferkaif ienis kineria
aspek ekonomi, efisiensi, dan pemeriksaan aspek efektivitas
atas pengelolaan keuangan negara. Pada pemeriksaan ini,
juga biasanya dimaksudkan untuk menguji kepatuhan enti-
tasyang diperiksa (auditee) terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dan, tentunya keandalan sistem

- pengendalian internal entitas tersebut. "Pemeriksaan BPK
ini dilaksanakan selama satu bulan sampai 15 Maret 2019
mendatang,” ujarnya. (adv/ayu/djo)
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Nyanyian
Terdakwa Korupsi
Hibah Bibit Sapi

DENPASAR - 1 Made Suweca,
terdakwa korupsi dana hibah
pengadaan bibit sapi Kelompok
Tani Sari Amerta, Desa Carangsa-
1i, Petang, Badung, mulai berani
“bernyanyi’ Suweca mencokot
salah satuanggota DPRD Badung
dalam kasus yang membelitnya.
“Saya difasilitasi salah seorang
anggota DPRD Badung. Saya
" Ibertemu anggota dewan itu di
fl‘uspem Badung,” ungkap Su-
weca diwawancarai usai sidang
di Pengadilan Tipikor Denpasar
yang dipimpin Angeliky Handa-
jani Day kemarin petang (12/2).

Siapakah anggota dewan itu?
Suweca memilih merahasiakan-
nya. Namun, suatu saat nanti
jika sudah saatnya akan diung-
A kap. Ditambahkan Suweca,
anggota dewan tersebut yang

AddAﬁggotaDPRD
- Badung Terliba

menawari dirinya mengajukan
proposal dana hibah. Bahkan,
anggota dewan tersebut juga
menyatakan siap membantu.
Suweca yang tidak lancar baca
dan tulis pun menuruti saran
anggota dewan yang dikenal-
nya. Bahkan, Suweca mengaku
tak paham dengan proposal
yang dia ajukan ke Pemkab Ba-
dung. Berkat bantuan anggota
dewan tersebut juga dana hibah
yang diajukan bisa cair. “Saya
hanya ngalih (mencari) teke-
nan (tanda tangan) saja. Ada
tukang ketikyang membuatkan
proposal,” urai pria 40 tahun itu.
Yang menarik, Suweca bisa
masuk ke dalam penjara kare-
na adanya permainan politik
di desanya. Namun, lagi-lagi
Suweca tak mau membeber-
kan siapa yang bermain. “Saya
merasa dikorbankan. Ada
teman sendiri (yang bermain),
ini persaingan politik” cetus
pria yang memiliki tato burung
wallet di tangan kanannya itu.

Dugaan korupsi baru muncul
setelah ada evaluasi lapangan
yang dilakukan Bidang Peter-
nakan Dinas Pertanian dan Pan-
gan Badung pada 7 Agustus 2018.
Hasil evaluasi mendapatkan
kondisi sapi-sapi yang dimiliki
kelompok ternak pimpinan ter-
dakwa tidak sesuai dengan yang
dilaporkan. (san/yor)

waan primer, Suweca diduga
inelakukan perbuatan pidana
sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat
(1) juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Yakni pada Maret2018, diduga |
memperkaya diri sendiri, orang
lain, atau koorporasi.
Sedangkan dalam dakwaan
subsidernya, terdakwa diduga
melakukan perbuatan pidana
korupsi sebagaimana ketentuan
Suweca sendiri menyebut dir- pasal 3 juncto Pasal 18 pada Un-
inya tidak bersalah. Dana hibah dang-u idang yang sama berikut
Rp 200 juta dari Pemkab Badung ketentuan perubahannya.
sudah digunakan sebagaima- Sesuai surat dakwaan, du-
na mestinya. Selain digunak:-mg;,;m korupsi itu terjadi dn-j
untuk perbaikan kandang jugajam pengelolaan dana hibah |
digunakan membeli sepuluh ynuk kelompok ternak yang
ekorsapi. Nah, untuk pembelian dipimpin terdakwa pada ta-
sapi sendiri Suweca mengakuhun anggaran 2018. Perkara
bingung karena beberapa kalijnj berawal dari permohonan
disuruh menukar karena dibil- hantuan hibah yang diajukan
ang tidak sesuai standar. “Saya erdakwa kepada Bupati Ba-
ingin bebas. Dan yang terlibat qung, “Proposal tersebut juga
semua diadili’ pungkasnya.  disertai dengan berita acara
Sesuai dakwaan JPU dari Ke-rapat tertanggal 30 Januari
jari Badung, Luh Heny F Rahayu 2017 yang ditandatangani 13
dan Windari Suli, dalam dak-grang. Belakangan diketa-

Saya difasilitasi salah
seorang anggota DPRD
Badung. Saya bertemu

anggota dewan itu di

Puspem Badung.”

I MADE SUWECA
Terdakwa Korupsi Hibah Sapi

hui bahwa berita acara yans

tercantum dalam proposa

itu fiktif. Karena kesepuluh
orang yang tercantum dalam
berita acara itu mengaku tidak
pernah menjadi anggota. Na-
mun kelompok ini mendapal
bantuan Rp200 juta.

Setelah dana cair, terdakwa
melakukan pembelian bibit
sapi. Kemudian membuat lapo-
ran pertanggungjawaban yang
intinya menegaskan bahwa
dana hibah sudah dipergu-
nakan sesuai Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD) den-
gan melampirkan bukti-bukti
pengeluaran dan sejenisnya.
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| Wakil Bupati Gianyar AA Gde Mayun meletakkan batu pertama pembangunan
Landmark Ruang Terbuka Hijau di GOR Kebo lwa, Gianyar, Selasa (12/2).
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-manfaatkan kawasan GO

GIANYAR, NusaBali
Proyek pembangunan Land-
mark Ruang Terbuka Hijau (RTH)
BPJS Ketenagakerjaan di kawasan
GOR Kebo Iwa, Gianyar dianggar-
kan sekitar Rp 6 miliar. Anggaran
ini bersumber dari dana Tanggung
| Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)
BPJS Ketenagakerjaan.
| “Kami irit biaya operasional,
\ sisihkan untuk dana TJSL un-
|

tuk wujudkan sebuah tempat
ikonik,” ujar Direktur Utama
BPJS Ketenagakerjaan Agus Su-
santo usai acara peletakan batu

pertama, Selasa (12/2). RTH ini
kedepan, kata dia, diproyeksikan
sebagai tempat olahraga, rekrea-
si, pendidikan, dan interaksi
sosial masyarakat Gianyar. Mulai
dari anak-anak, remaja, pekerja,
hingga lansia. “Sebagai tempat
keseimbangan hidup. Terutama
bagi pekerja, biar seimbang
antara pekerjaan, rekreasi dan
olahraga,” ujarnya. Dikatakan,
RTH Kebo Iwa ini menjadi proyek
kedua setelah proyek yang sama
di pesisir Pantai Kota Makassar,
Sulawesi Se atan.

‘masyarakat. |

i L"-J't'll‘i 1) 1.{r ol “

RTH GOR Kebo Iwa
_Dlanggarkan Rp6 M

Wakil Bupati Gianyar AA Gde
Mayun didampingi Sekda Gianyar
Made Gede Wisnu Wijaya, men-
gapresiasi sumbangsih dari BPJS
Ketenagakerjaan dalam menata
wilayah di Gianyar. Dikatakan,
kebutuhan RTH di Kabupaten
Gianyar telah dipenuhi sebesar
40 persen dari APBD. Sedangkan
60 persen diharapkan peran serta
pihak swasta melalui CSR. Wabup
AA Gde Mayun memprediksi
antusias masyarakat untuk ber-
ekreasi dan olahraga di kawasan
GOR Kebo Iwa akan semakin
meningkat. “Saya orang Gianyar,
dulu semasa kecil sering bermain
di sini. Kedepan saya yakin pasti
akan semakin ramai,” ungkapnya.

Kata dia, akses warga me-
untuk
berolahraga selama proyek, tidak
ada kendala. “Kalau ada warga
yang jogging tidak masalah, bu-
ruh proyek kan kerja hanya dela-
pan jam sampai jam empat sore.

“Setelah itu masyarakat bisa jalan-

jalan. Ini Imgkungannya kan luas
juga disini,” ujarnya.

Ketua Dewan Pengawas BPJS
Ketenagakerjaan Pusat Guntur
Wicaksono mengatakan, RTH ini
nantinya bersifat multi fungsi,
selain sebagai sarana olah raga,
taman bermain, tempat rekreasi
juga sebagai tempat edukasi bagi
H ini juga dapat di-
manfaatkan oleh masyarakat luas
untuk mendapatkan informasi
tentang program BPJS Ketenagak-
erjaan. @ nvi
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Patung Bung Karno
yang mestinya
dipasang pada akhir
2018, ternyata hingga
- kini belum rampung
dlkerjakan.

SINGARA]A NusaBali

Keterlambatan pembangunan RTH
Bung Karno tahap [1I, membuat jajaran
DPRD Buleleng, gerah. Komisi Il DPRD
segera merinta penjelasan eksekutif
sekaligus mengevaluasi prosedur
penggadaan barang dan jasa untuk
pembangunan tersebut.

Rencananya, Komisi Il mengundang
Dinas Perumahan, Pemukiman dan
Pertanahan (Perkitma), Bagian Lay-
anan Pengadaan (BLP) Setda Buleleng,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
' Ruang (PUPR) Buleleng. Selain itu, Tim
Pengawal Pengaman Pemerintah dan
Pembangunan Daerah (TP4D) Buleleng,
Senin (18/1) pekan depan. ;

“Kami ingin mendapat penjelasan,
kendalanya itu sebenarnya dimana. Se-
| hingga untuk tahun-tahun mendatang,
" kami bisa lakukan langkah antisipasi.

| SSRade Shiuir

memiliki modal kerja.

gunan pemerintah.

Sebab tahun 2013 itu, bar:yak sekall

Terkalt Keterlambatan RTH Bung Karno

- DPRD Segera Panggil
Eksekutif

® NUSABALILILIK

KONDISI patung Bung Karno di RTH {ruang terbuka hijau) Buleleng. Warga
masih menunggu pemasangan patung Bapak Prokiamator tersebut.

proyek yang molor, malah sampai pu-
tus kontrak dan black list,” kata Ketua
Komisi Il DPRD BUleleng Putu Mangku
Budiasa, dikonfirmasi, Selasa (12/2)
Politisi PDIP asal Desa Selat, Ke-
camatan Sukasada ini mengaku pri-
hatin ‘;enﬁ@h molornya pembangunan
RTH Bung Karno. Mengingat proyek itu
sangat dinantikan masyarakat. Patung

Bung Karno yang mestinya dipasang

pada akhir 2018, ternyata hingga kini
belum rampung dikerjakan. Man-
gku Mertayasa menduga kontraktor
yang mengerjakan proyek mengalami
masalah finansial. “Bisa jadi hanya
mengandalkan realisasi uang muka.
Kalau memang benar itu yang terjadi,
tentu sangat kami sayangkan,” tegasnya.

Nantinya dalam rapat dengar pen-

dapat ity pierintal akan'melalaukan

“Ya sesuai peraturan saja, karena

langkah evaluasi secara menyeluruh.
Dewan juga berharap prosedur lelang
bisa diperketat. Sehingga peserta ten-
der hanya diikuti oleh kontraktor yang

Sebelumnya, Dinas Perkimta Kabu-
- paten Buleleng, secara resmi menghen-
| tikan pekerjaan proyek pembangunan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bung Karno
| tahap 111. Pihak rekanan dalam hal ini
| PT Chandara Dwipa, juga sudah masuk
| dalam daftar black list proyek pemban-

sudah tidak mampu menyelesaikan
tepat waktu selama masa kontrak
dan juga sudah kami berikan waktu
perpanjangan cukup lama, tetapi
tidak selesai juga, terpaksa kami
black list,” kata Kadis Perkimta Su-
rattini. Jelas dias, perusahaannya
yang tak mampu menyelesaikan
pekerjaan sudah memulangkan
puluhan pekerjanya yang selama
ini menggarap proyek RTH Bung
Karno. Terkait proses pembangu-
nan yang tak dapat diselesaikan
menurutnya cukup terpengaruh
dari cuaca yang belakangan turun
hujan. Namun dirinya enggan men-

~_ jelaskan lebih rinci kendala lain-

nya yang dihadapi dalam proses
pengerjaan proyek. @& k19
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BPK Periksa Pengelolaan
Keuangan di Klungkung

Bupai Klungkung | Nyoman Suwirta saat
Klungkung, Senin (11/2). =

SEMARAPURA, NusaBali
Bupati Klungkung I Nyo-
man Suwirta didampingi
Kepala Inspektorat Kabu-
paten Klungkung 1 Made
Seger, menerima Tim BPK
RI Perwakilan Bali, di Ru-

ang Rapat Kantor Bupati

Klungkung, Senin (11/2).
Kedatangan BPK untuk
memeriksa keuangan neg-
ara di Klungkung, sampai
15 Maret 2019.

Inspektur Daerah Klung-
kung 1 Made Seger men-
gatakan, tujuan kegiatan ini
yakni pemeriksaan terkait
jenis kinerja, aspek eko-

nomi, efisiensi, dan pemer-
iksaan aspek efektivitas

atas pengelolaan keuangan

negara. Pada pemeriksaan
ini juga dimaksudkan un-
tuk menguji kepatuhan

entitas yang diperiksa (au-

dit) terhadap peraturan
perundang-undangan yang
berlaku. “Tentunya kean-

dalan sistem pengendalian.

internal entitas tersebut,”
ujarnya.

Dalam kesempatan

itu Bupati Suwirta men-
gatakan, perangkat daerah
maupun perangkat desa
agar bekerja dengan maksi-

%,

‘k, 1 | % \

oSt

menerima Tim BPK, di Kantor Bupati

mal dan ikuti aturan yang
sudah berlaku. Ke depan-
nya apapun prestasi yang
sudah didapat Pemkab
Klungkung bisa dipertah-
ankan bahkan ditingkat-
kan lagi. “Predikat (Wajar
Tanpa Pengecualian) WTP
agar bisa dipertahankan
bahkan ditingkatkan pada
tahun mendatang,” harap-
nya. Selain itu, Bupati Su-
wirta berharap kepada

seluruh jajaran OPD agar
bisa menyampaikan atau
memberikan data yang

di perlukan sebagai pem-
beriksaan BPK. & wan

Nowad (G VY

Bali




. Dijelaskannya, untuk di

- Pembebasan

Anggaran Kurang,

 Lahan ”Shortcut”

Terhambat

Tabanan (Bali Post)-
Tahapan pembangunan

kan Desa Bajera Kecamatan

L 3

shortcut jembatan Tukad Yeh Otan yang menghuﬁung—

Selemadeg dan Desa Antosari Kecamatan Selemadeg

Barat, berlanjut. Satker Balai Jalan Wilayah VIII tengah melakukan pembayaran

ganti rugi atas lahan terdampak p
proses pembayaran yang dimulai Desember 2018 t

embangunan, sesuai nilai appraisal. Hanya,
ersebut baru bisa mencakup

sebagian lahan. Hal ini akibat terjadinya kekurangan anggaran.

-~ “Informasi yang kami
tahu, di luar dugaan, harga
appraisal tinggi sehingga ter-
jadi kekurangan anggaran.
Tetapi saya dengar tahun ini
sudah disiapkan anggaran
lagi untuk sisa pembayaran
karena itu semua anggaran
dari DIPA pusat,” terang
Kepala Bagian Pembangu-
nan Setda Tabanan Anak
Agung Ngurah Agung Satria

wilayah Desa Bajera, su-
dah semua ganti rugi lahan
dibayarkan oleh Satker den-
gan jumlah 6 bidang tanah
dari 4 pemilik. Sementara
di Desa Antosari yang be-
lum terbayar ada 10 bidang
tanah dari 8 pemilik lahan.
“Dalam waktu dekat, seper-
tinya akan ada lagi kelanju-
tan untuk pembayaran sisa
lahan di Desa Antosari,”

Tenaya, Rabu (13/2) kemarin,  ucapnya sembari menam-

" Terkait pembayaran ganti
rugi, kata mantan Kabag
Tapem Setda Tabanan ini,
memang menjadi ranah Sat-
ker Balai Jalan Wilayah VIIL
Pemkab Tabanan hanya ber-
tugas melakukan penetapan
lokasi yang di dalamnya juga
berisi tahapan pembebasan
lahan terdampak. y

bahkan, kemungkinan tahun
ini pembangunan shorfcul
bisa dimulai.

Untuk diketahui, pem-
bangunan shorteut keem-
pat ini merupakan proyek
pemerintah pusat yang
sepenuhnya akan dibiayai
oleh APBN. Keberadaan
jalur pintas di Yeh Otan ini
diyakini dapat memperlan-

car akses“transportasi dari
Denpasar-Gilimanuk dan
sebaliknya. Pasalnya di jalur
tersebut saat ini merupakan
jalur tengkorak atau kerap
terjadi kecelakaan lalu lin-
tas karena tikungan tajam
dan jalan menurun. “Dengan
adanya shortcut ini, semoga
arus lalu lintas semakin
lancar dan meminimalisir
angka kecelakaan lalu lin-

tas,” jelasnya.

Nantinya, jembatan ini
akan memiliki panjang 600
meter. dengan lebar-sekitax,
16. meter. Dari data yang
dihimpun, di dua desa terse-
but ada sejumlah lahan yang
terdampak pembangunan di
antaranya lahan peruma-
han, toko, dan kebun. Pemi-
lik lahan sebanyak dua belas
orang. (kmb28) 1

s 1 AL
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i TABANAN, TRIBUN BALI - Tahap pem-
| bebasan lahan yang dilakukan oleh Satker
| BPJN Wilayah VIII untuk rencana pemba-
: ngunan shortcut ke IV yang akan meng-
hubungkan antara Desa Bajera, Kecamatan

deg Barat, belum juga tuntas.
Pembayaran ganti rugi lahan dari Desem-

ber 2018 ini baru dilakukan sebagian. Per-

nyebabnya ternyata harga appraisal (nilai

masalahan pada anggaran.

"Informasi yang kami peroleh harga lahan
di sana (lokasi) di luar dugaan. Ternyata nila
appm;:rlwsemnggamngmm
an,

Pembangunan Anak
Ngm-ah Ag\mgSatrla'l’maya, Rabu (13/2]

dari 10 bidang tanah.

“Namun untuk tahun ini, sudahdiang

(DIPA) Pusat," imbuhnya.
Dia‘lngungmengetmhargatamhdika-

Selemadeg dengan Desa Antosari, Selema- .

‘aset) yang tinggi. Ini yang menimbulkan per-
~ lagi kelanjutan untuk pembayaran sisa la-

garkan kembali untuk sisanya yang besum- |
\ ber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Harga Lahan di Luar Dugaan

-® 10 Bidang Tanah Shortcut Belum Dibayarkan

wasan tersebut, mmulgatakanbukanm
nahnya. Sebab untuk pembayaran lahan di
sana merupakan ranah dari Satuan Kerja
(Satker) Balai Jalan Wilayah VIII.

Terlebih lagi, ranah dari Pemkab Taban-
an dalam pembangunan shortcut ini adalah
melakukan tugas untuk penetapan lokasi,

~dimana didalamnya juga berisi tahapan

“Dahmwaktudekatsepmﬁnyaabmada

han di desa Antosari. Dan setelah tahapan

selesai pembangunan akan langsung dila-
kukan. Kemungklnandﬂakukanditahun

Agung 2019 ini," ucapnya.

Sebelumnya,pembang&mananjﬂmbatan
shortcut ke IV memasuki babak baru sete-

~ lah sempat diwacanakan sejak 2016 lalu.
Tahun ini, akan dimulai dengan proses

pembebasan lahan. Jembatan ini akan me-

- miliki panjang 600 meter dengan lebar se-

kitar 16 meter ini dan direncanakan muali

* berjalan tahun 2019 mendatang,.

Untuk lahan yang terdampak akibat pem-
bangunan shortcut sebanyak 12 orang di

dua desa yakni Desa Bajera dan Desa An-

tosari. Lahan itu terdiri dari
tokomerajandanlahankoaong@mpﬂ

Edisl ¢ Koums, 5, Feb, 201
| |
]1 Hal : 9
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Agar Tepat

Sasaran dan
Tidak Terjadi

Polisthawa

Penyimpangan

NEGARA- Pembagian bantu-
an pangan non tunai (BPNT)
kepada keluarga penerima
manfaat (KPM) yang memiliki
kartu keluarga sejahtera (KKS)
se-Jembrana, akan dikawal
Polres Jembrana agar pemba-
gian beras tepat sasaran dan
tidak terjadi penyimpangan di
lapangan saat pembagian.

Kabagops Polres Jembrana
Kompol Mahfud Didik
Wiratmoko mengatakan,
pengawalan pembagian beras
pada warga yang memiliki
KKS di masing-masing desa
dan kelurahan se-Jembrana,

3

Kalau penyaluran
dalam bentuk barang
ditambah lagi anggota
- lima orang.”

Kompol Mahfud Didik
Wiratmoko
Kabagops Polres Jembrana

(KK). Pemegang kartu yang

" dikeluarkan kementerian sosial,

minimal melibatkan

Babhinkamtibmas pada
saat penyaluran. “Kalau
penyaluran dalam bentuk
barang ditambah lagi anggota
lima orang anggota,” jelasnya,
kemarin (13/2).

Didik memastikan,

" penyaluran BPNT pada KPM

se-Jembrana hingga saat ini
dipastikan tidak ada kendala
berarti. Penyaluran tidak ada
penyimpangan, tepat sasaran
kepada yang berhak menerima.
Pelaksana tugas Kepala
Dinas Sosial Ketut Komala
Dewi mengatakan, Jumlah
KPM di Jembrana sebanyak

yang berisi saldo Rp 110 ribu,
hanya bisa menukarkan kartu
dengan beras. Pembagian beras
di masing-masing kelurahan
dan desa tempat penerima
tinggal. Beras yang dibagikan
dari bulog yang sudah di tunjuk
oleh pemerintah di masing-

‘masing desa. !

Menurut Gorim, program ini
sebelumnya bernama beras
miskin (raskin), kemudian
bernama beras sejahtera. Saat
ini bernama bantuan pangan
non tunai (BPNT). Pemerintah
tidak lagi mengeluarkan uang
tunai, karena dikhawatirkan
tidak tepat sasaran dan
uang tidak digunakan untuk
semestinya. '

Proses penerimaan saat ini,
KPM yang sudah megang
kartu yang sudah berisi saldo
uang, ditukar dengan beras.
Programnya ini bantuan
non tunai, berbeda dengan
program dulu masyarakat
menerima bantuan dalam

1 10.055 kepala keluarga bentuk beras. (bas/han)

: Ka.ms. (‘1’:. Feb, 201

0




Dinas
PUPR Blacklist
Kontraktor

MANGUPURA - Sebanyak
lima proyek fisik di Kabupaten
Badung anggaran tahun 2018
gagal dikerjakan. Proyek yang
dikerjakan dua kontraktor ini
pun langsung ditindak tegas
oleh Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR)
Kabupaten Badung. Selain
diputus kontrak, dua kontrak-
tor tersebut juga di blacklist.

Data yang dihimpun dari
Dinas PUPR Badung, kelima
proyek yang diganjar putus
kontrak diantaranya empat
digarap PT Metra Giri Karyadan
satu prcvyeklagi d1kerjakan oleh

CV Kresna Dwipa. Secara rinci
empat proyek bermasalah yang
digarap PT Metra Giri Karya,
adalah pembangunan RKB dan
Renovasi Halaman SD Negeri 3
Legian senilai Rp 2.835.050.344.
Pembangunan Wantilan
Pura Puseh Legian senilai Rp
2.191.961.000, pembangunan
Puskesmas  Pembantu
Abiansemal Dauh Yeh Can
sebesar Rp 2.407.799.900
dan pembangunan Wantilan
Melasti di Club Med dengan
nilai sebesar Rp 1.387.894.000.

- Kemudian proyek yang

dikerjakan CV Kresna Dwipa

‘adalah pembangunan gedung

dan penataan halaman
Puskesmas Pembantu
Punggul dengan nilai sebesar
Rp 1.747.119.563. “lya, ada

m

Yang Iai:\(proyek
nya) sudah
e uma limaini
saja bermmlah T Sy

Kadis PUPR Badung

lima kegiatan tahun 2018 kita
putus kontrak. Kontraktor
tidak mampu melaksanakan
kewajibanya. Jadi kita ambil

_alih dan kita putus kontrak,”

terang Kadis PUPR Badung,

Ida Bagus Surya Suamba yang

dikonfirmasi, Rabu (13/2).
Kontraktor yang menggarap

lima proyek itu sebelumnya

sudah dikenakan penalti

sebelum akhirnya diambilalih

dan dikenakan sanksi putus

kontrak. Selain itu, semua
proyek yang sempat molor

sudah bisa diselesaikan dengan

 baik. “Yang lain (proyek molor
‘lainnya) sudah selesai. Cuma
lima ini saja bermasalah,”

birokrat asal Tabanan ini.
Pihaknya juga mengaku
sudah berkali-kali
melayangkan teguran kepada
pelaksanaan atau kontraktor.
Akan tetapi, tidak digubris.
Justru progress proyek tambah

.molor. Padahal, Dinas PUPR

sudah memberikan sanksi
penalti kepada masing-
masing kontraktor. Tidak
hanya itu, pihaknya juga
melakukan putus kontrak

dan juga memproses rencana
blacklist terhadap dua
kontraktor yang menggarap
lima proyek ini. “Pasti nanti
kita blacklist, cuma ada
prosedurnya. Karena kalau

‘tidak di black list nantl kita

yang kena masalah, kalau jadi

- temuan,” terang mantan Kabid

Jalan dan Jembatan ini.

Soal kelanjutan lima proyek
tersebut, Surya mengaku
sudah diambil alih. Pihaknya
sudah menunjuk sejumlah
kontraktor untuk melanjutkan
pengerjaannya. “Untuk
kelanjutan nya, kita sudah
menunjuk kontraktor baru
untuk melanjutkan. Nanti,
berapa sisa pekerjaan yang
belum, itu nanti kita bayar,”
ak  pungkasnya. (dwi/rid)

Edisi
\ Hal. : 9
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& b L Saat ini belum ada
aya yakin ke depan ., oran masuk ke kami.”
pengawasan kita lebih g e

Kasus Keterlibatan
‘Anggota Dewan dalam

Kor upsi Hibah Bibit Sﬂpl intens dan prioritas K"mg?g :gg‘:“
bagai bahan o g
MANGUPURA - Kasus du- sy 5 ;
gaan korupsi hibah bibit sapi ~  €valuasi.”  penegak hukum sudah tidak |
Kelompok Tani Sari Amerta, NYOMAN GIRI PRASTA memlklrkanltebang Plhp lagi !
Desa Carangsari, Petang, Ba- Bupati Badung dalam menindak. Sehingga

dung sudah sampai ke meja diimbau berhati-hati dalam

hijau. Dugaan penyelewengan ada indikasi terlibat. Hanya 'ff‘emf_“mtas? SRR vals
| hibah itu juga menyeret salah sebatas itu saja kami bisa, <ami mengingatkan kepal.;lg -
satu anggota DPRD Kabupaten kalau bukti cukup, baru kami 'eman-teman aﬂ%g‘f I-)f, D |
Badung, Pasalnya, pemberian memberikan laporan di (ra- semuanya mrlmk o~ ik _atlT. :
bantuan hibah bibit disebut-se- pat) paripurna,” jelas Sentana jangan ada bermain. Kita tidak sesuai aturan yang berlaku.
but difasilitasi oleh anggota dikonfirmasi, Rabu (13/2). _mengﬁ{ginkair teman-teman Bahkan sudah dilakukan ses-
Dewan Badung. ~ Namun, ia mengaku, sampai jadi korban,” terang politisi Par- yaj by name by address, masuk

Ketua Badan Kehormatan saat ini belum ada menerima (@i Gerindraasal Abiansemalitu. dalam KUP/PPAS, objek subjek
(BK) DPRD Badung Nyoman laporan. Sebab, BK tidak bisa Tidakhanyaitu, kasusinijugajelas, persyaratan jelas, Nas-,
Sentana mengatakan, sikap mendahului, karena kasus ini mendapat sorotan dari Bupati kah Perjanjian Hibah Daerah
BK terkait kasus tersebut sudah menjadi ranah hukum. Badung I Nyoman Giri Prasta. (NPHD) dan hibah ditransfer
tentu menyikapi setelah ada “Saat ini belum ada laporan Ia_ mem'xdjng. .'1‘18331’1 korupsi ke rekening kelompok pener-
laporan masuk ke BK. Kemu- masukkekami,’ terang Sentana hibah bibisapi tersebutadalah jma, “Ini namanya oknum,
dian baru disikapi, turun ke yang juga anggota Komisi [V ulah oknum tertentu dan tidak dan kita tidak menggeneralisir
lapangan melakukan verifika- DPRD Badung ini. menjadi masalah general pada herarti semua salah. Itu sudah
si dan penyelidikan. “Setelah Lebih lanjut, ia mengingatkan kelompok tani lainnya serta ranah ketua sama kelompokn- |
itu baru kami memanggil kalangan anggota Dewan Ba- Pemerintah Kabupaten Ba- v, bukan di kita lagi,” jelas Giri
teman-teman yang diduga dung. Karena sekarang aparat dung. Karenapemberian hibah prasta saat ditemui di Puspem
i —— e — - ; ‘untuk kelompok tani sudah Badung. (dwi/yor)

- Bupati Lakukan Evaluasi

BUPATI Badung Nyoman Giri Prasta mengakui,
untuk pengawasan kelompok tani juga sudah ada
unit teknis dari perangkat daerah yakni Dinas
Pertanian dan Pangan Badung. Para petugas télah
bergerak untuk mengawasi. Kalau memang ada
menyimpang tentu akan menjadi temuan dan
berhadapan dengan hukum. “Kalau masalah
personal itu susah. Contohnya rakyat Indonesia
semua kita inginkan maju, bahagia. Tetapi yang

Y
%

sebagai bahan evaluasi,” pungkasnya. (dwi/yor)

namanya meracik banyak kepala kan susah dan .
tentu kita evaluasi terus,” ungkapnya. !

Lebih lanjut, dari munculnya kasus kelompok '
tani yang sampai terjerat masalah hukum tentu :
ini menjadi bahan evaluasi. Sehingga nantinya i
tidak lagi ada terjadi kasus serupa yang menim- |
pa kelompok tani di Badung, “Saya yakin ke de-
pan pengawasan kita lebih intens dan prioritas

&
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Dalam perkara ini,
tersangka diduga
menggunakan ang-
garan desa untuk
kepentingan pribadi
sejak menjabat seb-
agai Perbekel Desa
Baha dari tahun
2007-2013 kemu-

gl ﬂ"wi-:

dian 2013- 2019

I.'-:..lu 'r'ui'.'l"'l,"w'.-l'!.-. il ¢ OISt [

1.006. 633 856 |
“Dengan ketentuan jika tidak
mampu membayar dalam wak-
tu satu bulan setelah putusan -
berkekuatan hukum tetap maka
harta bendanya akan disita dan
dilelang. Dan jika belum mencu-
kupi akan diganti dengan pidana
kurungan selama satu tahun dan
enam bulan,” tegas majelis hakim
pimpinan Bambang Eka Putra.
Dalam putusan, Sentana din-
yatakan secara sengaja melaku-
kan upaya memperkaya diri
sendiri yang dapat merugikan
kgurgmgan nm atau pemkcmo-

p——
DENPASAR, NusaBali

Perbekel Baha, Kecamatan

Mengwi, Badung, | Putu Sentana,
57 dijatuhi hukuman 4,5 tahun
penjara di Pengadilan Tipikor
Denpasar, Rabu (1 Fa3/ 2) dalam ka-
sus korupsi pengelolaan APBDes
tahun anggaran 2016 sebesar Rp
1 miliar. Selain hukuman fisik,
Sentana juga dijatuhi denda
Rp 200 juta subsider 1 bulan
penjara dan juga diwajibkan
mengganti kerugian negara Rp

de &u di' erat
pasal 2 Jo Pasai 18 ayat 1 UU
Tipikor Jo Pasal 64 ayat 1

Putusan*im semim masi

= d‘

hukuman 5 tahnn i
ambah denda Rp 200 juta subsider
3 bulan serta men ti kerugian
negara Rp 1 miliar lebih subsider
2,5 tahun penjara.

. Atas putusan tersebut, |PU

kan penyalahgunaan anggaran.
Penyidik menetapkannya seb-
agai tersangka pada 19 April lalu.
Dalam aksinya, terdakwa mem-
buat rekening di BPD Bali atas
inisiatif sendiri mengatasnamakan
Desa Baha untuk penampungan
dana APBDes. Tapi, buku tabun-
gan yang seharusnya menjadi
kewenangan bendahara justru
dibawa terdakwa. Ters be-
berapa kali melakukan penankan
uang dipakai untuk keperluan
sehari-hari, membeli barang dan
juga berobat sakit jantung, Peng-
gunaan dana untuk kepentingan
pribadi tersangka tersebut di-
- catatkan s: ‘SILPA (sisalebih
ghitungan anggaran) fiktif.

menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar Rabu (13/2).

PERBEKEL Baha, Kecamatan Mengwi, Badung, | Putu Sentana, 57 saat

‘menyatakan pikir-pikir. Hal yang
sama dinyatakan terdakwa yang
didampingi kuasa hukumnya,
I Gusti Putu Suwena juga me-
nyatakan hal yang sama. "Kami
~ikir-pikir Yang Mulia,” tegasnya.
“ Dalam perkara ini, tersangka
d;duga menggunakan anggaran

desa untuk kepentingan pribadi
sejak menjabat sebagai Perbekel
Desa Baha dari tahun 2007-2013
kemudian 2013-2019.

Kasus ini masuk tahap peny-
elidikan tahun 2017 dan dilaku-
kan audit oleh BPKP. Hasilnya, |
Putu Sentana terbukti melaku-

\ [L.M.‘)i

|\ Hal

 fauns, i Feb,

Perbuatan tersangka tidak
hanya mengakibatkan kerugian
negara Rp 1 miliar lebih. Be-
berapa kegiatan juga tidak dapat
terlaksana seperti pembangunan
Balai Subak Lepud, Baha. Pen-
gadaan perlengkapan Museum
Subak Lepud, pembelian mobil
oprasional kantor, penyuluhan
hukum LPM serta penanaman

pohon kamboja. & rez
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.

Divonis 4,5 Tahun Penje a{ra

MANTAN Perbekel Desa Baha,

Badung, I Putu Sentana (57), Rabu
(13/2) kemarin divonis empat tahun
enam bulan (4,5 tahun) penjara.
Dalam sidang di P Tip
Denpasar, terdakwa dJnyatakan
terbukti bersalah melakukan tin-
dak pidana korupsi APBDes se-
cara berlanjut, hingga merugi-
kan keuangan negara sebesar Rp
11,006.633.856,95.

‘Majelis hakim pimpinan Bam-
bang Ekaputra dalam amar putu-
sannya menyatakan sependapat
dengan jaksa. Terdakwa terbukti

bersalah dalam dakwaan primer,

yakni melanggar Pasal 2 ayat 1 jo
Pasal 18 ayat 1 huruf b, UU No. 31
Tahun 1999 tentang Tipikor, seb-
agaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan UU No. 20 Tahun

2001 tentang Perubahan atas uu

No. 31 Tahun 1999, jo Pasal 64 ayat
1 KUHP.

Selain dihukum selama 4,5 ta-
hun, Sentana juga dihukum mem-
bayar denda Rp 200 juta, subsider
dua bulan kurungam Masih dalam

putusan hakim, juga ada hukuman

tambahan yakni membayar uang
pengganti aehagal akibat keru-

_BERKOORDINASI - I Putu
Sentana saat berkoordinasi
dengan kuasa hukumnya usai
divonis bersalah dan dihukum
4,5 tahun penjara.

ikor terdakwa tidak membayar, )

o

gian keuangan negara sebe r Rp
1.006.633.856,95. Apabila c

waktu satu bu.lan setelah perkara
ini mempunyai hukuman ;.‘ig
harta bendanya dapat disita dan
dilelang untuk menutupi kerugia
keuangan negara. Kalau arta
benda tidak cukup, maka antl

dengan pidana kurungan s a
satu tahun enam bulan, ]

Setelah mendengarkan putusan

tersebut, Sentana diberikan ke:
patan untuk berkoordinasi denga
kuasa hukumnya. Namun setela
beberapa menit. Sentana tampak
ragu, hingga a menyatalk:
._pxklr-pﬂm Hal senada juga di
paikan jaksa. |
Vonis tersebut se;atmyailebxh
rendah dari tuntutan jaksa. JPU
Suryawan dan Kadek Wahyudi
sebelumnya menuntut terdakwa
dihukum selama lima tahun pen-
jara. Di samping itu, denda Rp 200
juta, subsider tiga bulan !
Jaksa juga memberikan hukuman
tambahan pada terdakwa yal
‘membayar uang pengganti seb
akibat kerugian keuangan '«‘-_'-,: g
‘sebesar RgﬂlliDOG .633.866, 9_-
a bllatz bisa dibayar, diganti

kan korupsi APBDes pada %hgn;
anggaran 2016/2017. (kmb3

|\ Hal
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”Blackhst”
Dua Rekanan

Mangupura (Bali Post) -

Dua rekanan yang menggarap lima proyek fisik milik Pemkab Badung harus
masuk daftar hitam (bluck!wt) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Badung. Sanksi ini diberikan lantaran rekanan gagal menggarap proyek
yang telah dianggarkan 2018 lalu.

- Berdasarkan informasi
Rabu (13/2) kemarin, satu
rekanan yang di-blacklist
itu menggarap proyek pem-
bangunan RKB dan renovasi
halaman SD Negeri 3 Legian
senilai Rp 2.835. 050 344

pembangunan wantilan Pura
Puseh Legian senilai Rp
2.191.961.000, pembangunan
Puskesmas Pembantu Abian-
semal Dauh Yeh Cani sebesar
Rp 2.407.799.900 dan pem-

di Club Med dengan nilai Rp
1.387.894.000. Sementara
satu rekanan lagi menggarap
proyek pembangunan gedung

dan penataan halaman Pusk-
esmas Pembantu Punggul

bangunan wantilan Melastl - dengan m}me 1.747.119.563.

“durnya.
‘di-blacklist, nanti

Kepa]aDmasPUPRBadung
Ida Bagus Surya Suamba mem-
benarkan ada dua kontraktor

tidak mampu melaksanakan
kewajiban sesuai kontrak, Se-

lain kena sanksi putus kontrak,
kontraktor ini juga kini dikena-
kan sanksi blacklist. :
“Saat ini masih ada lima
proyek tahun 2018 molor. Kon-
traktor yang menggarap lima
proyek itu sebelumnya sudah
dikenakan pipalti aebelum

s

naka.n sankm putua knntrak,
ungkapnya.

melayangkan teguran :
pelaksana atau ln:n:),tm‘1
Hanya saja, tidak mendapat-

kan tanggapan. Bahkan, pro-

gres proyek semakin menugun;,

meski Dinas PUPR telak mem-
berikan sanksi pinalti kepada
masing- masing kontraktor.
“Tetap saja dia tidak mampu.

e

‘3‘ -

Karena :tmgaung putus
kontrak,” tegasnya.

Selain memutus kontrak,
pihaknya juga tengah mem-
proses blacklist terhadap dua
kontraktor yang menggarap
lima proyek ini. “Pasti nanti
kita blacklist. Cuma ada prose-
arena, kalau tidak
ami lagi
yang kena masalah kalau jadi
temuan,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengaku

— .
telah menunjuk sejumlah kon-
traktor untuk melanjutkan
lima proyek tersebut. Selain

itu, semué proyek yang sem-
pat._ molor wﬁ“ diselesaikan

ami sudah menunjuk
kantmktor baru untuk melan-
jutkan proyek. Nanti berapa
sisa pekerjaan yang belum, itu
nanti kita bayar. Cuma lima ini
saja bermasalah,” pungkasnya/
(kmb27) |

i;dlr;l

Hal

. Kouss, 14~ Feb - 206

3




Sub Bagian Hurm:

kabupaten
-di Bali.

cover, Bupatl menig
kan agar ada kEbl} ikan dari

saja, tahun beri
lagi. “Ini harus ada
diajukan dari mas|

Giri Prasta.

Bupati asal Pelaga, Ke-
camatan Petang, itu men-
jelaskan nominal bantuan «
bedah rumah senilai Rp 50
juta untuk setiap rumabh. Jadi
total Pemkab Badung me- __
nyiapkan anggaran Rp 100 ..
miliar untuk merealisasikan __
program ini. “Kami inginnya ¢4
sih diberikan dana (tunai).
Harapan kami diawasi oleh
kabupaten dan masyarakat
sekitar,” tandasnya.

Dengan bantuan bedah
rumah yang diberikan, Bu-
pati Giri Prasta'berharapk

kab Badung kepada enam
kabupaten di Bali, meliputi
Kabupaten Bangli, Karangas-
em, Klungkung, Tabanan,
Jembarana, Buleleng, bakal
direalisasikan tahun ini, Ren-
cananya ada sebanyak 2.000
rumah yang bakal dibedah,
masing-masing kabupaten
menerima sesuai dengan ke-
butuhan, per rumah dihargai
senilai Rp 50 juta.

Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Dae-
rah (BPKAD) Kabupaten
Badung Ketut Gede Suyasa,

mengungkapkan bantuan

program Pola Pemban
Nasional Semesta Berencan
(PPNSB) dapat terwujud.
Nanti Badung memberikan
(bedah rumah), provinsi
memberikan,
berikan, jadi semesta y,
cana. Semesta itu me-
n eluruh, berencana itu
: %ola. tuturnya.
isinggung kemungkinan
Kabupaten Gianyar dan Kota
Denpasar menerima bantuan
program bedah rumah se-
rupa, Bupati Giri Prasta men- Gubernur
yatakan seluruh kabupaten/.

ernyataan itu d
ota memiliki ‘kesempatan L’;cag terbuka gf:ﬁ’m“|

Badung Bakal Dlreallsa8|kan Tahun Ini |

Rp 100 Miliar

- untuk
Kabupaten

bedah rumah kepada enam
kabupaten sepenuhnya men-
jadi kewenangan pimpinan.
“Kalau beliau (Bupati) sudah
menyatakan direalisasikan,
pasti jalan. Secara total ang-
garanyang disiapkan Rp 100
miliar untuk enam kabupat-
en. Tetapi kalau distribusin-

- ya ke masing-masing Bapak

Bupati yang memutuskan,”
ujarnya, Kamis (14/2).
Bupati Badung I Nyoman
Giri Prasta, menegaskan
guna merealisasikan pro-
gram bantuan bedah rumah
tersebut, alokasi anggaran

pusat juga

|
1

|

gunan yang sama dengan enam
kabupaten penerima. “ '
saja dapat (bantuan bedah
rumah) berdasarkan usulan,”|
ucap Bupati Giri Prasta. i

Sekadar menginga
acana memberikan b

tkan.

unit dlsampalkan Bu‘batlﬁirl a
Prasta saa pemaparan evalu-
asi program’ pembaugunan
Kabupaten Badung Semes- ‘
ter 1 Tahun 2017 di Gedung|
Wiswa Sabha Utama, Kantor
Bali di Denpasar.
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miliar.
“Total dana ke desa tahun 201

menggunakan prinsip-prinsip ang-

tercapai,” pungkasnya. (ad496)

, D ke Desa Rp 675 Mili
} PEMERINTAH Kabupaten sebesar Rp 675.214.739.785. Paling  garan yaitu prinsip akuntabilitas,
(Pemkab) Badung menggelontorkan sedikit desa menerima Rp 11,9 miliar transparansi dan sesuai dengan
dana kepada 46 desa di Badung. dan paling besar Rp 21,7 miliar. peraturan perundang-undangan
Dana yang diserahkan tersebut Pembagian dana kepada desa ini yang berlaku.
bersumber dari-Dana Desa dari - telah ditetapkan ke dalam Surat “Ini memberi hara&n dan pel-
APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) Keputusan Bupati Badung Nomor uang untuk berakselerasi lebih
dari Dana Perimbangan dan Dana 115/0419/HK/2019,” jelasnya. ‘banyak dalam rangka percepatan
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi  Lebih lanjut dikatakan, ada be- pembangunan masyarakat. Namun
Daerah tahun 2019 dengan total berapa indikator sebagai dasar pem-  secara teknis ini ju‘ga'bebanm
Rp 676 miliar lebih. Masing-masing bagian dana ke desa yaitu jumlah mereka, pertanggungjawaban ct
desa,menerima berkisar Rp 11,9 penduduk, jur panjar, jumlah  berat. Untuk itu BPD dan perbekel
miliar hingga Rp 21,7 miliar. Dana  penduduk mis! luas wilayah dan  agar bersinergi, agar alur peman-
untuk desa diserahkan Wakil Bupati indeks kesulitan geografis. Wabup ~faatan dana ini baik secara aturan,
Badung di ingi Kepala Dinas Suiasa mengatakan, mengingat penyiapan administrasi dan tata
Pemberdayaan Masyarakat dan begitu besarnya dana yang diteri pelaksanaannya di masyarakat tepat
Desa (DPNE)- ) I Putu Gede Sridana  oleh desa, maka menjadi penting sasaran sesuai aturan yang berlaku,”
(14/2) kemarin di Puspem Badung. langsung ditransfer, namun sebe- Selain itu, perangkat daerah
Kepala DPMD Putu Gede Sri- lumnya pemerintah daerah men- juga diminta ikut bersama-sama {
dana menjelaskan, Dana Desa gundang para perbekel dan Badan memberikan pendampingan dan
yang diterima dari pemerintah Permusyawaratan Desa (BPD) seb- tuntunan kepada desa sesuai dengan
pusat sebesar Rp 52.584.767.000. mwmudpnmxpmwmm fungaldanmgamyamasmgmamng !
Masing-masing desa paling sedikit garan. Dalam hal ini, BPD sebagai Inspektorat juga diharapkan terus
menerima Rp 900 juta dan paling unsur pemerintahan desa salah satu melakukan pendampingan, pem-
besar Rp 2m1]:arAlohs1DanaDeaa fungsinya memberi pengawasan ter- binaan dan pengawasan kepada
dari Dana Perimbangan sebesar Rp hadappelaksamanpenganggamndx pemerintah desa. "inspehmtiami
44 660.525.600, masing-masing desa  desa sejak awal hingga penerimaan minta melakukan pendampingan,
ing sedikit menerima Rp 750 juta dan pemanfaatan dana. tuntunan dan pengawasan setiap
dan paling besar Rp 1,4 miliar. Ke- ‘Dengan begitu, BPD akan melak-  saat, diminta ataupun tidak. Kita
mudian Dana Bagi Hasil Pajak dan sanakan fungsinya sebagai pen- menginginkan sejak awal pemerin-
Retribusi Daerah totalnya sebesar dorong, motivator perbekel untuk tah desa ada yang memberikan arah
Rp.577.969.447.185.msing~mnaing mempercepat eksekusi anggaran yang pasti, sehi 'masalah hukum
desa paling sedikit menerima Rp sesuai dengan perencanaan yang di kemudian hari tidak terjadi dan
10 miliar dan paling besar Rp 18,5 diputus] na antara perbekel kebermanfaatan untuk mewujudkan
ili dengan BPD. Perbekel juga diminta. kesejahteraan benar-benar dapat

n
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n peringkat IT

Edl antaranya Ka;an Tabanan

Ball d bawah Pemprov Bﬁf Tabnnasn AKPB

pem rantasan km'u
u!-: Ki me ﬁ.[ap

sema :
tersebut agar pencegahan

entuh semua lini mulai
paratur pemerintah

samphi masyarakat. Upaya

ini ditegaskan melalui pen-

in mémantapkanupnya '

'mntasan korupsi banz '..I

ganan Zona Integri- WMM
ESQWuW%yahBeg’a‘a- dan :
(WBK)dan

(WBBM upaben’f‘ahanan

T i1 IQYQDSWKR
(14/2) kemarin di Kejak-

mﬁervemyakm
utu Eka dan penganggaran APBD,

perencanaan mewujudkan

d.an Jasa,

k_arya kh _ snj’ ?ﬂncega‘ temel 3

Eﬂ—

ar: cepat, dilakukan.

: '-u‘tu hasil lmpkan
dan

‘e&’khf dan gangat mengapresiasi
a dapat melay- dan kerja sam:el yanz telah

upaya

..

Bebas Korupsi dan

akuntabel, kmmtmen. sukses

ganonaIntegltasuubukan

4 memadl langkah awal yang
 nantinya disusun dengan tin-
dakan nyata dalam mewujud-
kan WBKdan WBBM °Dalam

ini I:hgar tercapai .siﬂ bma
memberikan image yang baik
_terhadap Tabanan. Kami

ZONA IN'I‘EGRITAS Zona Intes‘ntaa Mmu]u Wilaya
Wilayah Birokrasi Bersih dan Me
layani Kabupaten Tabanan Tahun 2019 dicanangkan
Kamis (14/2) kemarin di Kejaksaan Negeri Tabanan.

hanya seremonial, melainkan - seluruh stakeholder untuk

mewujudkan komtmen inif
kami tidak bisa sendiri. Kami
butuh dukungan penuh danJ

Forkompinda Tabanan dan|

berjalan maju, namun juga
berlari kencang demi tercip:
tanya WBK dan WBBM,’

tegasnya. (ad495)

: Juwat, (9, Feb , 20
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~ traktor menyelesaikan proyek tahap IIT Ruang Terbuka Hijau

DPRD Desak Pemerintah
Lakukan Evaluasi Menyeluruh.

Singaraja (Bali Post)- yang molor, ter:
Komisi II DPRD Buleleng menyikapi serius gagalnya kon- : {

(RTH) Taman Bung Karno. Karena itu, dewan mendesak agar
pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh. Wakil rakyat
juga memanggil Kepala Dinas Perumahan Permukiman Per-
tanahan (Perkimta) Ni Komang Surattini, Senin (18/2) pekan
depan. Di samping itu, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Rakyat (PUPR), Badan Layanan Pengadaan (BLP) Barang
dan Jasa, dan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan
P:jnbangunan Daerah (TP4D) Buleleng turut diminta hadir
menyikapi gagalnya proyek RTH Taman Bung Karno, itu
tuntas tepat waktu. ' :

g Ketua %“’”"‘fi; 11 ll{JPED
juleleng Putu Mangku Bu-
i g et

, Kamis (14/2) kemarin,

k itu ti

tanggal kontrak berakhir.
Nyatanya, belakan ini

ngan ini me-

Pada rapat dengar
pendapat itu, pemerintah
dituntut melakukan evaluasi
secara menyeluruh. Dia j

£815 u proscd ="
nya diperketat. Sehingga,

h., D ;J‘ .

mang sering terjadi. Jadi, lucu peserta ten

der hanya dii-

ol . Karno di Ling-
kungan Sangket, Kelurahan
Sukasada, Kecamatan Su-

kegagalan itu terus berulang. kuti kontraktor yang memiliki
Apalagi proyek RTH Bung modal kerja.

Karno itu ditunggu-tunggu ~  “Ini sebetulnya masalah
masyarakat. Pasalnya, RTH ~ serius. Kami ingin tahu apa
BungKamontudﬁ&ﬁkﬁu‘men— . sebenarnya masalah krusial

%asada:- gagal dituntaskan.

dﬁksam:m proyek yang su-
dah mendapatkan perpanjan-
gan pekerjaan selama 50 hari
itu tidak dapat dituntaskan

jadi kebanggaan warga. Na- proyek itu gagal. Apa- i jadwal yang ditetap-

o, Justre tidalk bisa tuntas  lagh tahun 2018 yang lewatti- kan. A¢as kondisi 6u, =St

sesuai kontrak berakhir. dakhmapatung BungKarno  peyumahan Permukiman dan
B A WL o ae g B

dititip-
kan di
bengkel
Ay e b

sang.
perajin
di Yog-
yakarta.

| —
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i -_ l_nE_atkan Pgrbekel untuk Hati-hat§ Kelola Dana Desa
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ol

liar. Dana bagi hasil pajak

MANGUPURA, TRIBUN desa scjak awal, hingga pe- dan retribusi dacrah sebe-

BALI - Sebanyak 46 des:
di Badung mendapatkan
o belosn g
ar. Dana yang masuk ke sinya seba

desa diterima dari Dana motivator dari perbekel
Desa, kemudian Dana Per-

erah total dana terendah sesuai perencanaan yang

dan tertinggi sampai Rp ra Perbekel dengan BPD.”
21,7 miliar, e e

ma dari Pemerintah Pusat/ yang besar akan membuat
APBN Rp 52,5 miliar, ma- beban para perbekel yang
sing-masing desa paling se- harus mempertanggung-
dikit menerima Rp 900 juta jawabkan. “Untuk itu BPD
dan paling besar Rp 2 mili- dan perbekel agar bersiner-
ar. Alokasi Dana Desa dari  gi, agar alur pemanfaatan
Dana Perimbangan sebesar dana ini baik secara atur-

untuk mempercepat mela-
imbangan, dan-Dana Hasil ~kukan eksekusi terhadap
Pajak dan Retribusi Da- anggaran yang diterima, .

Rp 44.660.525.600, ma-
sing-masing desa paling se-
dikit menerima Rp 750 juta

an, penyiapan administrasi
dan tata pelaksanaannya
tepat sasaran sesuai atur-

sar Rp 577.969.447.185,

' masing-masing desa paling

sedikit menerima Rp 10 M

~ dan paling besar Rp 18,5

ke desa tahun 2019 sebe-

miliar.
Wakil Bupati Badung,

urainya. B
Dana Desa yang diteri- - Secara teknis, anggaran Ketut Suiasa mengatakan

dengan dana yang cukup
besar diharapkan Badan

Permusyawaratan Desa

(BPD) ikut mengawasi dana
tersebut. “Sebagai wujud
prinsip transparansi ang-
garan, BPD sebagai unsur
pemerintahan desa salah
satu fungsinya memberi
pengawasan terhadap pe-

sar Rp 675.214.739.785,
dengan paling sedikit desa ' dz
menerima Rp 11,9 miliar- (PMD)
setiap desa Rp 11,9 miliar ~ diputuskan bersama anta- =~ dan paling besar Rp 21.7

dan paling besar Rp 1,4 mi- _ an.” tegasnya.

RLTES Wﬁnggamndi

Kepada perangkat dae-
rah juga diminta ikut ber-
sama-sama memberikan
pendampingan. Inspektorat
juga diharapkan terus me-
lakukan pendampingan.
pembinaan dan pengawas-
an kepada desa.

Kepala Dinas. Pember-

Sridana mewanti-wanti
perbekel tetap pada koridor
hukum dalam menjalankan
tata kelola pemerintahan
desa. Ia tak ingin kasus ko-
rupsi ABPDes mantan Per-
bekel Baha, Mengwi teru-
lang. Mengingat dana desa
yang digelontorkan besar,
pengawasan perlu dilaku-
kan dengan sistem keuang-
an desa (Sikeudes) di ba-
wah binaan BPKP, pola pola
verifikasi oleh tim yang me-
libatkan kejaksaan. (gus)

ISTIMEWA

SERAHKAN DANA - Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa didampingi Kadis Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Putu Gede Sridana menyerahkan dana desa kepada Perbekel se-Badung,

Kamis (14/2) di Puspem Badung.

ung [ Putu Gede
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Sej krhen}édi aset
sitaanl Negara, lahan

eluas 8 are tak

terurus. Kini dijanikan
enjadi fasilitas
publik berupa taman

‘bacaan di ruang
terbuka hijau.

SINGARAJA, NusaBali
Lahan eks Bank Perniagaan

Umum [BPT] di pojok Jalan Ga-

Kabarnya, permohonan atas la-
han itu telah fisetujui oleh Dirjen
Pengelolaan| Kekayaan Negara.
Pihak Dirjen Berencana menghiba-
hkan lahan tersebut kepada Pem-
kab Buleleng|Saat ini pengibahan
itu masih dalam proses. Pemkab
Buleleng hergncana memanfaat-
kan lahan itu sebagai RTH dengan
konsep Taman Bacaan.

Kepala BKD Buleleng, Bim-
antara melaldi Kabid Aset, Made
Pasda Gunawdn yang dikonfirmasi,
Kamis (14/2) menyebut, kepas-
tian lahan eks BPU dihibahkan
ke Pemkab Bijleleng disampaikan
Direktorat Pepgelolaan Kekayaan

jah Mada-Jalan Letkol Wisnu
Singaraja, segera menjadi aset
Pemkab Buleleng. Direktorat
Pengelolaan Kekayaan Negara dan
Sistem Informasi, Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) RI, kini
tengah memproses penghibahan
lahan tersebut ke Pemkab Bule-
leng. Rencananya, lahan tersebut
-akan dimanfaatkan oleh Pemkab
Buleleng sebagai ruang terbuka
hijau (RTH) dengan konsep Taman
Bacaan.

Data Badan Keuangan Daerah
(BKD) Bidang Aset menyebut, lahan
eks BPU seluas kurang lebih 8 are,
sudah cukup Iama dimohon oleh

Negara dan Sistem Informasi,
Dirjen Pengelolaan Kekayaan
Negara, Kemenkeu tertanggal
22 januari 2019. Surat tersebut
ditandatangani oleh Direktur
Pengelolaan Kekayaan Negera dan
Sistem Informasi, Indra Surya.
"Intinya pengibahan itu masih
dalam proses, Pihak Direktorat
juga sudah mengizinkan lahan
tersebut dibersihkan ditata oleh
Pemkab,” kata Pasda.
Disinggung rencana peman-
faatan setelah lahan eks BPU di-
hibahkan ke Pemkab Buleleng?
Pasda Gunawan menyebut, peman-
faatannya nanti diserahkan kepada

fiye—

- 1 SIS SIEL 8 o T
Fatid i VI ST Dy el

‘Lahan EksBank
Perniagaan Umur

Dihibahkan

Bakal Dijadikan RTH Berkonsep
Taman Bacaan

Pemkab Buleleng. Lahan tersebut
telah menjadi aset negara yang
dikelola oleh Dirjen Pengelolaan
Kekayaan Negara, Kemenkeu. Per-
mohonan diajukan karena Pemkab
ingin memanfaatkan lahan tersebut
untuk kepentingan masyarakat
Buleleng.

Selama ini, sejak menjadi sitaan
Negara pasca dilikuidasi pada tahun
2001, lahan tersebut tidak terurus.
Bangunan gedung yang berdiri di
atas lahan sebagai kantor PBU dulu-
nya, telah kropos hingga ambruk di
tempat. Setelah bangunan, lokasi itu
pun terlihat kumuh karena banyak
ditumbuhi tanaman liar.

kebijakan Bupati. Pihaknya hanya
memproses masalah status aset
tersebut. Namun informasi yang
didapat, lahan itu akan dijadikan
RTH. “Disini hanya memproses
permohonan dan pencatatan aset.
Untuk pemanfaatanya terserah
pimpinan Pak Bupati. Kalau tidak
salah mau dipakai RTH dan Taman
Bacaan,” ujarnya.

Informasinya, PNS Pemkab
Buleleng Jumat (15/2) hari ini
akan mengadakan pembersihan
dan penataan di atas lahan terse-
but, setelah mendapat kepastian
lahan itu dihibahkan ke Pemkab
Buleleng. & k19
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TABANAN, NusaBali

Untuk memberantas ko-
rupsi dan mewujudkan bi-
rokrasi bevsih dan melay

mamn " ..'_- -
banan lakukan Penaﬂdatan» S

ganan Zona Integritas Menu-
ju Wilayah Bebas Korupsi,
bekerjasama dengan seluruh
Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkompinda) Ta-
banan, Kamis, (14/2). Dengan
penandatangan tersebut Kejari
Tabanan berkomitmen akan
melayani masyarakat.

Kepala Kejari Tabanan, Ni
Wayan Sinaryati
Zona Integritas adalah suatu
Predikat yang diberikan ke-
pada instansi Pemerintah yang
berkomitmen mgwu]udkan
Wilayah Bebas
dan Wilayah Blrokras| Bersih
dan Melayani (WBBM). Melalui
reformasi birokrasi yang meru-

“Integritas Bebas KpSl '

pakansalahsamlangl&awal“

untuk_ nwlakukan pen;man

masyarakat secara cepat, tepat
dan profesional, melalui imple-
mentasi kebijakan pelayanan
maupun mutu hasil karya, khu-
nya pencegahan korupsi
pemngimn kualitas pelayanan

publik dengan menerapkan
sip akuntabilitas, f:‘:gspar;;?:;l -

dan keterbukaan, efisiensi dan

efektivitas, serta partisipasi dari

semua elemen,” ungkapnya.
Oleh karena itu diharap-

kan penandatanganan zona

inegritas tak hanya menjadi
seremonial saja tetapi lebih
ditunjukkan dengan bentuk

‘nyata. “Saya harapkan. semua
unsur ikut terlibat mendukung

agar Tabanan terbebas dari ka-

Bl Pervwatoadan o oovinst Bal

korupsi dan :
- bisa terwujud,

layanan bersih
teysaya

sus kbrupsi,” imbuh Sinaryati.

‘Siparyati menegaskan, ter-
penting agar seluruh pihak
tak terjerat kasus korupsi
bernjula dari komitmen diri

sendiri dalam menjalankan tu-
gas. Seperti bekerja sesuai den-
gan aturan, tidak menerima
suap maupun gratifikasi. “Jika

‘semua menerapkan ini niscaya

S

- Juwor A5 Fels, 73 lT W

. Sementara itu Sinaryati men-
gakui secara riil tingkat korupsi
di Tabanan menurun. Karena
dari data di tahun 2017 dari 7
kasus yangditangani dandi tahun
2018 menurun menjadi 5 kasus.
“Tahun 2019 juga kami baru bidik
satu kasus karena masih ditahap
penyelidikan belum bisa kami_..
ungkap,” tegasnya.

Disisi lain Bupati Tahanan, Ni

‘Putu Eka Wiryasutim

akan mendukung penuh dalam
mewujudkan zona inte Itas
bebas korupsi. Karena _
menjalankan merintahan dl
setiap OPD cllm Tabanan telah
disediakan pe%g;gasan. “Jadi
masing-masing OPD mengawasi
hnert';g staf, kemudian kg:()l'idl-
nasi dengan baik dan dibuatkan
sistem agar celah korupsi bisa
ditepis,” tandasnya. & de
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royek Puskemas

al'u

70 Persen

Puskesmas Pembantu Desa Dauh Yeh Cani Badung Lewati Deadline

mﬁlﬂ%lﬂ. TRIBUN BALI

- Proyek yang molor di Badung
masih banyak yang belum diker-
akan oleh p-eka.mn Seperti pem-
"Ibangun Puskesmas Pembantu di
Desa Dauh Yeh Cani, Abiansemal
yang baru belesai 70 persen, pa-
dahal deadlinenya sudah sejak
23 Januari lalu.

Dari hasil pantauan di lapang-
an, terlihat bahan material masih
menumpuk seperti pasir, batu
bata paras dan bahan material
lain. Tidak ada terlihat aktivitas
pengerjaan bangunan. Hanya ada
beberapa fitik yang baru dikerja-

® Pembangunan ?wm

SD Negeri 3 Legian R

@ Pembangunan
RP 2, 1 MILIAR

@ Pembangunan Pembantu
Abiansemal Dauh Yeh Cani RP 2,4 MILIAR

Pura Puseh Legian

1| 5 wmmam

Med dengan RP 1,3 MILIAR
@ Penataan halaman Puskesmas Pembantu

INFBGIIA'FIS T‘FIIBIJN BALI

oo SR T —

kan seperti, penyengker, Padma-
sana, bangunan puskesmas dan
parkir. Bangunan itu masih terli-
hat kekurangannya seperti pedon
pintu, engsel maupun kelengkap-
an kamar mandi.

Proyek yang digarap PT
MGK itu dengan anggaran Rp
2.407.799.900 semestinya ram-
pung 23 Januari 2019. Namun
hingga hari ke 25 ini bangunan
belum selésai. Kepala Bidang Cipta
Karya Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) Badung
IGA Arinda Trisnawati, mengata-
kan mangkraknya proyek karena

tuk melanjutkan pengerjaannya.

Data Pemkab Badung, ada dua
kontraktor yang gagal mengga-
rap proyek sehingga membuat
lima proyek yang ditangani Dinas
PUPR Badung molor. Instansi
inipun langsung melakukan pe-
mutusan kontrak terhadap lima
proyek yang bernilai masing-
masing miliaran rupiah. Kelima
proyek yang molor dan diputus
kontrak yakni empat digarap PT
MGK dan satu dikerjakan CV KD.

Secara rinci empat proyek ber-
masalah yang digarap PT MGK,
adalah pembangunan RKB dan

tidak sesuai target pengerjaan.

“Kami dari PUPR langsung
melakukan pemutusan kontrak,”
ujarnya Sabtu (16/2). «Banyak
yang belum terselesaikan seperti
tempelan style Bali juga belum,
peralatan pemadam kebakaran
dan masih banyak lagi yang.
kurang,» jelasnya.

Menurutnya pengerjaan itu
baru 70 persen, sehingga perlu
dilakukan pengerjaan kembali.
Dalam pengerjaan tersebut
pihaknya masih melakukan
proses pengerjaan kembali
dengan menunjuk kontraktor un-

———

Renovasi Halaman SD Negeri 3
Legian Rp 2.835.050.344. Pem-
Wantilan Pura Puseh
Legian Rp 2.191.961.000, pem-
bangunan Puskesmas Pembantu
Abiansemal Dauh Yeh Cani Rp
2.407.799.900 dan pembangun-
an Wantilan Melasti di Club Med
dengan nilai Rp 1.387.894.000.
Proyek yang dikerjakan CV KD
adalah pembangunan gedung
dan penataan halaman Puskes-
mas Pembantu Punggul dengan
nilai Rp 1.747.119.563. Pihak
rekanan belum bisa dikonfirmasi
soal ini. (gus)

 Satu Proyek Denda Rp 28 Juta

lqmu Bidang Cipta Karya Dinas Peker-
jaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Badung IGA Arinda Trisnawati, mengata-

kan selain melakukan pemutusan kontrak,

pihak kontraktor juga diberikan denda.

Bahkan denda yang diberikan besarannya
berkisar Rp 28 juta lebih.

“Dendanya sesuai dengan waktu ma-
sing-masing per kegiatan. Itu pun ada

rumusnya, tapi data riilnya di kantor,” tu- |

turnya. Selain kena sanksi putus kon-
trak, kontraktor ini juga terancam kena
sanksi ‘blacklist’. Untuk lima proyek
Pemkab Badung yang saat ini terhen-

ti akan segera dilanjutkan dengan men-
cari rekanan baru. Terkait pembayaran,
akan dibayar sesuai pekerjaan yang be-
lum tuntas. (gus)

LT |
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Untuk mengangkut;

- sampah yang semakin
menumpuk, DLHK Kota

Denpasar setldaknya.

~ su -memiliki dua
-"';yin%!%?ia dﬂ{ota D

‘Wisada saat dikanfirmasi, Mlq:ggﬂ

(17/2) mengungkapkan, penamb;
alat berat itu untuk membantu pen-

- gangkutan sampah yang selama ini

masih banyak menggunakan tenaga

p s. Kata Wisad,a,%&a ragilll'l:l;‘n{:

eaﬁnsar iy

Dénganpensadaan ituiaberh
solusi untuk meagura impukan
sampah di TPSS. “Selama ini 1 elm

- kita baru punya dua"l’i’ss Sisanya lma

~ menggunakan tenaga
- tuk 2019 ini kita baru bisa penga _
- satu alat berat. Tapi saat ini kami m

@emgas, }adi un-

berupaya menuntaskan permasﬂlahan

‘yang ada yakni membludak aidbat TPA

Suwung,” ungkapnya.
Menurut Wisada, pihalmy‘fa untuk

. 'mengangkut sampah yang semakin
- menumpuk setidaknya membutuhkan

‘penambahan tiga alat berat. Namun yang
-terealisasi bm'uSatualatbmt. haﬁya_

NgKe nya. 2
iniimt:adia. pihaknya juga | masih

erfo penanganan sampah yang
grus mmbludak karena penyempitan
PA Smng Jika itu masih jadi ma-

alah satu alat berat yan, ‘segera 1

tu juga tidak bisa ¢
kaiannya. Jadi yang ada saat

ini, pihaknya mencas tambah
: h jalan

akan melakukan p pengadaan secara ber-
tahap. Apalagi angmn saatini tidak cu-
up untuk memenuhi pengadaan seluruh
alat beratgmgdipeﬂukan

-- _-'aﬁmmﬁ%ﬁ;n

§ew»\} ‘5 Fe,lo 7-0(‘1
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Uﬂtl.lk kavator sendiri.

=

begitu ada bencana BPBD
ng bisa jalan,” pinta Se-
dana Mertha. Diikatakan, alat
berat milik Dinas PUPR juga
disewakan dan mendatang-
kan uang jasa yang masuk kas
daerah. Apalagi ada target jasa
sewa alat berat untuk pemasu-

setiap tahun.

akil Bupati Artha Dipa
mendukung argumen Kadis
PUPR Sedana Mertha. “Me-
mjfg kalau alat berat Dinas

PUPR terus menerus dipin-
jam, tidak etis. Sebab Dinas
PUPR juga menggunakan alat
itu,’ jelas Wabup Artha Dipa.
Asisten I1l Setda Karangasem,

ayan Purna, berjanji meng-
gelar rapat khusus membahas

1ta L sq

a ala: berat sezﬂng@
bencana bisa membawa eks-

PUPR memiliki banyak peker-
jaan memerlukan alat berat.
aNg  Pernyataan keberatan Ka-
=5 h. dis PUPR Sedana Mertha itu
' G aer aN. giungkapkan saat rapat koor-
dinasi pimpinan OPD yang
dipimpin Wakil Bupati | Wayan
B4 Artha Dipa di aula Kantor Bu-
 RUPR (Pe- pati Karangasem, Jalan Ngurah
i Penataan Rai Amlapura, Senin (18/2).
Ketut “Kalau BPBD terus menerus. _
ku ke- pinjam alat berat, kami tidak i
or seringbisa kerja. Berikan saja ang- KADIS PUPR, | Ketut Sedana Menha (kanan) dan Kalak BPBD Ida
D untuk Bagus Ketut Arimbawa saat Rapat Koordinasi di aula Kantor Bupati

s ?e St BPB
SHE e i atan Lepada sehmgga Karangasem, Jalan Ngurah Rai Amlapura, Senin (18/2).

caha Baemh) pengadaan eskavator,

pengadaan
saat terjadi

Sebab Dinas

tha BRI R Pervwaltala

b ovinst Bali

pengadaan alat berat agar
kinerja Dinas PUPR tidak
terganggu gara-gara alat be-
ratnya sering dipinjam BPBD
untuk penanganan bencana.

Sehingga alat berat milik-

Dinas PUPR tidak terganggu,
bisa fokus digunakan untuk
program kerja di lnternal
Dinas PUPR.

Sementara Kepala Pelaksa
na BPBD Karangasem, Ida Ba-
gus Ketut Arimbawa, berdalih
selama ini pinjam alat berat
milik Dinas PUPR untuk pen-
anganan bencana, terutama
bencana tanah longser yang
menyehabkan warga terisolir.
“Dinas PUPR jangan berpikir
hanya untuk mendapatkan Ari

%

jasa sewa alat berat tanpa
memikirkan persoalan sosial

yang terjadi di masyarakat.

Akibat tanah longsor menye-
babkan akses jalan terham-
bat,” tegas Ida Bagus Ketut
Arimbawa.’ :
Penanganan tanah long-
sor yang menutup jalan, kata

IB Ketut Arimbawa, adalah

masalah sangat vital buat
masyarakat banyak. “Pejabat
selama ini belum pernah

merasakan akses jalannya

tertutup akibat tanah longsor.
Coba kalau jalannya tertu-
tup longsar, langsung kontak
BPBD agar cepat melakukan
penanganan,” sindir IB Ketut
Arimbawa. & k16
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Kaw&nan Anjing Rusak Rubber Flooring --

@ Dewan Soroti Revitalisasi Peninjoan Panorama Penelokan

BANGLI, TRIBUN BALI - Usai pe-
PemnjomPanora

nampak rusak dahal objek Msata
favorit wisatawan asing dan domesttk

ini belum direemfkan
Pantauan di lokasi, Senin (18/2),

kerusakan bangunan langsung terli-
2 .

nuju panggung itama. Lapisan lantai

berbahan rubber floring ini tampak

berlubang pada sisi jalan sebelah kiri.

S ajustm lebih parah
: buttelahhﬂangse-

gung, kerusakan bagian bang\man
sa idenganan@man

juga mempertanya
sangan lantai kayu yang tampak ber-
~ gelombang. |

“Kayu sebagai lantai ini harus lurus,
tidak boleh melengkung. Memang jika
dipaksanakan dalam pemasangannya
bisa terlihat lurus, namun setelah re-
katannya lepas, kayu ini akan kembali
pada bentuk ya yang melengkung.
Seperti ini contphnya, ketika rekatan-

Jantai menurun me-

Semestinya
memperhatlkan luas
minimal itu. Karena
dengan lebar anak

tangga sekarang,
akan membahayakan
wisatawan
khususnya mereka
yang menggunakan
sepatu hak sehingga
bisa jatuh.
| Wayan Kariyasa

Anggota Komisi Il DPRD Bangli

nya lepas terlihat longgar,” katanya da-
lam sidak tersebut.

Suastika menilai, kualitas pema-
“sangan yang terkesan terburu-buru ini
tentu berdampak pada jangka pendek
kondisi bangunan. Ia menyebut, dalam
waktu satu tahun ke depan ada ke-
mungkinan pasangan kayu yang kini
terlihat begelombang akan menganga.

Anggota Komisi [II lainnya, I Wayan
Kariyasa mengatakan, meski secara
umum ia menilai upaya revitalisasi
dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
(Disparbud) Bangli tergolong baik, na-
mun proses finishing justru terkesan
tergesa-gesa.

- Kondisi retaknya tembok lantaran
pengerutan akibat bahan bangunan -
— yang masih basah langsung dilakukan
proses finishing. la juga mengkritisi
anak tangga yang menurutnya, tidak
memperhatikan lebar minimal yakni
30 sentimeter. ;

“Semestinya memperhatikan luas

minimal itu. Karena dengan lebar anak
tangga sekarang, akan membahayakan
wisatawan khususnya mereka yang
menggunakan sepatu hak sehingga
bisa jatuh. Jadi selain perbaikan pada
lantai, kami juga mengharapkan per-
baikan pada anak tang@ itu demi kea-
manan wisatawan,” ujarnya. .

Kabid Bina Objek Disparbud Bangli,
I Wayan Bona tidak-menampik terkait
kerusakan sejumlah bagian bangunan
di objek wisata Peninjoan Panorama
Penelokan, Kintamani. Ia mengaku te-
" lah menghubungi pihak rekanan un-
tuk segera melakukan perbaikan.

Bona menjelaskan, kerusakan saat
lapisan lantai rubber flooring di-
sebabkan oleh kawanan anjing pada
malam hari. Sebab jalan menuju
panggung tidak terpasang pintu. De-
mikian pintu sementara berbahan
tripleks sudah dibuka sejak upacara
pemelaspasan bangunan pada tang-
gal 9 Februari lalu. (mer)
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SAGET USAK Dewan menujukkan kondisi rubber flooring yang rusak, Senin (18/2). Kabid Bina Objek Disparbud mengaku telah
menghubungl pihak re'kanan untuk segera melakukan perbalkan
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